WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

WALI KOTA CIREBON,

bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu disusun Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Cirebon tentang Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 435), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Djawa  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 70);



Menetapkan

10.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 14 Seri E Tambahan

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Kota Cirebon.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam

berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan

selama jangka waktu tertentu.
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16.

17.

Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan
tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan/atau terus menerus.

Arsip Inaktif  adalah Arsip yang frekuensi
penggunaannya telah menurun.

Arsip Statis adalah Arsip yang memiliki nilai guna
kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan
permanen, yang telah diverifikasi oleh Dinas.

Arsiparis adalah pejabat fungsional arsiparis pada Dinas
dan/atau Perangkat Daerah Kota.

Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah Kota Cirebon
sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian
dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi,
dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip
Dinamis.

Unit Pengolah adalah satuan kerja perangkat daerah
yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung
jawab mengolah seluruh Arsip Aktif yang tercipta
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di
lingkungannya.

Unit Kearsipan III adalah Unit Kearsipan yang
berkedudukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang berada
pada Perangkat Daerah Kota yang mempunyai tugas
pokok, fungsi dan tanggung jawab mengelola seluruh
arsip inaktif di lingkungan Perangkat Daerah Kota dan
melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah di
lingkungannya.

Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah
Daerah Kota Cirebon yang berkedudukan di Dinas dan
mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab
dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi paling
kurang 10 (sepuluh) tahun dan pembinaan kearsipan di

lingkungan pencipta arsip.
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Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan
sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan Arsip.

Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori
kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan
mengelompokannya.

Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kegiatan
kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat
keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap
kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan
perorangan.

Klasifikasi Akses Arsip adalah katagori pembatasan
akses terhadap Arsip Dberdasarkan kewenangan
penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi tertentu.

Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik
dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi
keamanannya.

Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan.

Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak
merugikan siapapun.

Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional, ketertiban umum
termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi
yang terdapat pada Arsip bersifat sensitif bagi
lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang
serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif
hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan
reputasi.

Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi
apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah



